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PERATURAN WAU KOTA MEDAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAVJ KOTA MEDAN NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN

DENGAN RATI MAT TU HAN YANG MAUA ESA

WAU KOTA MEDAN,

Menitnbang : bahwa dengan diundangkannya Peratuvan Daerah
Kota Medan Nornor 1 Tahun 2011 tentang Boa
Peioleban Hak Atas Tanah Dan Bangunam periu
membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelaltsanaan
Peraturan Daerah Kota Medan Nornor 1 Tahun 2011
Tentang Bea Pcrolchan Hak Atas Tanah Dan
Bang LI nan ;

Mengingat : 1. Pasal IS ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daei'ah Propinsi Sumatera
Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 3 956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 .
Tambaban lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3636) , seb&gaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Pcrubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahnn 1997 Ten tang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3938);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189):
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Repobl i k
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) ;

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Ant&ra Pemerintah Pusat.
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Pa]ak Daerah Dan Retribusi Daerah [Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tam baba n Lem ba ran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) f

8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telall cliubab beberapa kali terakhir
denga n U ndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
ten tang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah ( I jembaran Nega TO Repu blik Jndonesia
Tahun 2015 Nomor 5Sf Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9 . Peratur&n Femerintah Nomor 22 Tah u n 1973
tentang Porluasan Daerah Kotamadya (lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3005);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat JI Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja, Ujung Padan# Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Simalungun, Kecamatan
ParbuhEan Di Wilayah Kabupaten Daerah Ttngkat 11
Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah , Medan
Tembung, Medan Elelvetia, Medan Polonia, Medan
Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan
Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat El Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Letnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67) ;
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U . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 3992
ten tang Pembentukan 18 ( Delapan Belas)
Keeamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat [1 Simalungnn , Dairt , Tapannli
Selatan, Karo, Japanuli Utara , Japanuli Tengab,
Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Tingkat II
Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

12. Peraturan Pemeiintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Ranglta
Penagjhan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang PengeloEaan Keuangan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pcmanfaatan
lnseniif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
ten tang Perangkat Daerah [Lembaran Mega ra
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5387);

16. Keputusati Menteri Dalam Negeri NomtiT 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

17. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang Sistim Dan Prosedur
Admitiisb'asi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan
Pendapatan Lain-Lain ;
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18. Peraturan Merited Dalam Negpri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah dinbah beberapa kali
terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 20.11 tcntang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 ten tang FedOman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Taliun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Fembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) ;

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 2011 tcntang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dart Bangunan ( Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2011 Nomor lh Tambahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Pcrangkat
Daerah Kota Medan ( Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);

22. Peraturan Wall Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisagi, Tugas
Dan Fungsi Dati Tala Keija Pcrangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELA K$A NAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, disera hkan
kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Pasal 2

Hal-ha1 yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 1 Taliun 2011 tcntang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan , diatur dengan Peraturan Wali Kota .
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Pasal 3

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan
Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Felaksanaan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 2011 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Wall Kota ini mutai berlaku pada tanggal diundatigkan .
Agar setiap orang mengetahuirtya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kola ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Fcbruari 2017

WAL1 KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Pebruari 2017

SEKRETA.RIS DAERAH KOTA MEDAN,

hJ
SYAIFUL ftAflRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 5.

II


